












































































































































































































































Jaminan yuridis telah diberikan kepada keberadaan
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yaitu
tertuang dalam :

- UUD 1945 BAB IX pasal 29 ayat 1 dan 2 yang

berbunyi “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang

Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-

masing dan beribadat menurut agama dan

kepercayaannya itu’’;

- Pasal 32 berbunyi “Pemerintah memajukan

kebudayaan nasional Indonesia™;

- Amandemen UUD 1945 tahun 2002 BAB X A
tentang Hak Azasi Manusia, pasal 28 E ayat 2
berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan

mevakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan

sikap sesuai dengan hati nuraninya”.

Karena merupakan kekayaan budaya dan dijamin secara
yuridis dalam undang- undang maka kekayaan tersebut
yang juga merupakan asset bangsa, perlu dibina dan

dimajukan yang wuntuk itu perlu adanya suatu
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II.

keterpaduan kehendak antara penghayat kepercayaan itu
sendiri dengan pemerintah.

TUGAS POKOK KEJAKSAAN.

Undang- undang Nomor : 16 Tahun 2004 tentang
Kejaksaan RI pasal 30 ayat (3) huruf d dan e

menyebutkan :

“Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum,

Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan

pengawasan aliran kepercayaan yang dapat

membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan

penyalah gunaan dan/ atau penodaan agama”

Pasal 33 menyebutkan :

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya,

Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan

penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau

instansi Jainnya”

Bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan adalah bersifat
preventif dan / atau educatif sesuai dengan peraturan

perundang- undangan, yang dimaksud dengan “‘turut
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menyelenggarakan” adalah mencakup kegiatan bersifat

membantu, turut serta dan bekerjasama dan dalam turut

menyelenggarakan tersebut Kejaksaan senantiasa
memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.
LANGKAH DAN CARA PELAKSANAAN TUGAS.

Dari uraian di atas langkah dan cara pelaksanaan tugas

adalah bersifat preventif, edukatif persuasif dan represif
sbb. :

- Preventif artinya bersifat aktif ofensif mencegah
timbulnya akibat dan terjadinya kasus- kasus negatif
dengan tujuan mencegah jangan sampai timbul/
terjadi kasus kasus aliran kepercayaan/ keagamaan
yang bersifat negatif dengan cara diarahkan,
dibimbing dan dibina secara koordinatif melalui

dialog, konsultasi dan pertemuan.

- Edukatif artinya secara persuasif melakukan
pembinaan, pembelajaran dan pencegahan dengan
tujuan menghilangkan hambatan, tantangan dan
gangguan yang ditimbulkan oleh aliran kepercayaan/
keagamaan yang dapat merusak stabilitas ketertiban

dan ketentraman umum yang mengarah rusaknya
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stabilitas nasional, mencegah timbulnya konflik
sosial, mendorong terciptanya suatu situasi/ kondisi
yang rukun, memanfaatkannya sebagai asset nasional
untuk ikut menunjang pembangunan bangsa dan
negara serta terciptanya suatu situasi/ kondisi
masyarakat kepercayaan/ keagamaan yang dinamis
kreatif dan peningkatan amal bakti bagi bangsa dan
negara dan mendorong tumbuh suburnya alam
demokrasi.

Represif artinya berdasarkan peraturan perundang-
undangan  bersifat aktif defensif melakukan
penangkalan dan penanggulangan kasus kasus yang
terjadi, mengeliminir akibat/ resiko yang timbul,
pengungkapan dan penanganan secara cepat dan
tuntas kasus- kasus yang terjadi melalui pengumpulan

data dan informasi dilanjutkan dengan proses hukum.

Kesemua kegiatan di atas dilakukan dengan senantiasa
memperhatikan koordinasi dengan instansi terkait.
TOLOK UKUR PENINDAKAN.

Adapun yang menjadi tolok ukur penindakan terutama

yang represif adalah sbb. :

- Melanggar peraturan perundang- undangan;
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- Melanggar Anggaran Dasar/ Rumah Tangga;

- Menyimpang/ berlawanan dengan asas Pancasila
khususnya Ketuhanan Yang Maha Esa;

- Merusak, menodai, menyimpang dari kemurnian

ajaran agama yang ada;

- Melenggar norma susila, adat istiadat dan tata krama
masyarakat;

- Merusak dan membahayakan kerukunan intern/ antar
umat beragama/ penganut kepercayaan;

- Menimbulkan masalah SARA/ kerawanan/ keresahan
masyarakat;

- Dimanfaatkan untuk propaganda anti agama;

- Dimanfaatkan sebagai usaha terselubung kegiatan
kembalinya partai- partai terlarang (G. 30S/ PKI, dll).

SASARAN TUGAS.

Sebagai sasaran tugas turut menyelenggarakan kegiatan

pengawasan meliputi/ terhadap :

- Ajarannya bersumber dari budaya asing atau dari

budaya leluhur;
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III.

- Ritual tata cara penyembahan/ peribadatan;

- Orangnya, pengikutnya, buku- buku, bangunan dan

peralatan yang digunakan;
- Kegiatan/ aktifitasnya;

- Organisasinya menyangkut nama, azas, tujuan usaha/
kegiatan bersifat lokal, nasional atau internasional

(Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga).
RAMBU RAMBU HUKUM.

Dari segi yuridis terdapat pembatasan- pembatasan
kegiatan suatu organisasi kemasyarakatan dimana
apabila  pembatasan  tersebut  dilanggar  akan
menimbulkan suatu akibat hukum, pembatasan-

pembatasan tersebut diantaranya :

1. Undang- undang Nomor : 8 Tahun 1985, tentang
Organisasi Kemasayarakatan.
Bab VII Pembekuan dan Pembubaran.

- Pasal 13 :

Pemerintah dapat membekukan Pengurus atau
Pengurus Pusat Organisasi Kemasyarakatan apabila

organisasi kemasyarakatan :
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a. melakukan  kegiatan yang mengganggu

keamanan dan ketertiban umum;

b. menerima bantuan dari pihak asing tanpa

persetujuan Pemerintah;

c. memberi bantuan kepada pihak asing yang

merugikan kepentingan bangsa dan negara.

- Pasal 14 :

Apabila  Organisasi Kemasyarakatan yang
pengurusnya dibekukan masih tetap melakukan
kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,
maka Pemerintah dapat membubarkan Organisasi

yang bersangkutan.

- Pasal 15 :

Pemerintah dapat membubarkan Organisasi
kemasyarakatan yang tidak memenuhi ketentuan-
ketentuan pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 7 dan/
atau pasal 18 (tentang asas dan tujuan, fungsi hak

dan kewajiban).
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- Pasal 16 :

Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasya-
rakatan yang menganut, mengembangkan dan
menyebarkan paham atau ajaran lain yang
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945 dalam segala bentuk dan

perwujudannya.

2. Penetapan Presiden RI Nomor : 1 Tahun 1965,
tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau

Penodaan Agama.
Pasal 1 :

Setiap orang dilarang dengan sengaja dimuka umum
menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan
dukungan umum untuk melakukan penatsiran
tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau
melakukan kegiatan- kegiatan keagamaan yang
menyerupai kegiatan- kegiatan keagamaan itu,
penafsiran dan kegiatan mana yang menyimpang

dari pokok- pokok ajaran agama itu.
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Pasal 2 :

(1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut
dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan
keras untuk menghentikan perbuatannya itu
didalam suatu keputusan bersama Menteri
Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan Menteri
Dalam Negeri.

(2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1)
dilakukan oleh Organisasi atau suatu aliran
kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia
dapat membubarkan organisasi itu dan

menyatakan organisasi atau aliran tersebut
sebagai organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain
setelah Presiden mendapat pertimbangan
Menteri Agama, Menteri/ Jaksa Agung dan
Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3 :

Apabila setelah dilakukan tindakan oleh Menteri
Agama bersama- sama Menteri/ Jaksa Agung dan

Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik
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Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap
orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka
masih terus melanggar ketentuan- ketentuan dalam
pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/ atau
anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari

aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-

lamanya lima tahun.

Pasal 4 :

Pada Kitab Undang- undang Hukum Pidana
(KUHP) diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai
berikut : Pasal 156a : Dipidana dengan pidana
penjara selama- lamanya lima tahun barang siapa
dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan
perasaan atau melakukan perbuatan :

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan,
penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu
agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak
menganut agama apapun juga, yang bersendikan
Ke — Tuhanan Yang Maha Esa.



3. Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1962, tentang
Larangan adanya organisasi yang tidak sesuai
dengan Kepribadian Indonesia, menghambat
penyelesaian Revolusi dan bertentangan dengan
cita- cita sosialisme Indonesia.

Undang- undang ini lebih ditujukan kepada situasi
dan kondisi sewaktu dikeluarkan yaitu saat
pergerakan revolusi.

4. Keputusan Raja 28 Maret 1870, S. 1870 — 64
tentang Perkumpulan- perkumpulan Berbadan
hukum.

Pasal 5 :

Perkumpulan yang oleh Gubernur Jenderal
dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum,
kehilangan sifat badan hukum karena pernyataan

itu.
Pasal 6 :

Penyimpangan dari statuta- statuta yang telah
disetujui memberi kewenangan kepada Kejaksaan
untuk menuntut di depan hakim perdata pernyataan
gugurnya sifat badan hukum perkumpulan itu.
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IV. PENUTUP.

Demikian pengarahan ini diberikan untuk dapat
menambah pengertian, kejelasan dan pencerahan
dengan maksud semakin memajukan pola pikir dan pola
tindak para penghayat kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa.

HAK-HAK SIPIL PENGHAYAT KEPERCAYAAN
TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA”
Oleh: Tresno
(Departemen Hukum dan HAM)

*) Makalah Disajikan dalam Rapat Koordinasi Pembinaan
Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan Instansi
Terkait, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Cisarua, 12-14
September 2005

"™ Kepala Bidang Pengembangan Hak-hak Perempuan, Anak dan

Kelompok Minoritas pada Pusat Litbang Hak-hak Kelompok Rentan,
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Departemen
Hukum dan HAM RI.
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PENDAHULUAN

Dari judul di atas paling tidak ada 2 konsep
kunci yang ingin dibahas dalam makalah kecil ini. Yang
pertama adalah “hak-hak sipil” dan yang kedua adalah
“penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa”. Hak-hak sipil dimaksud adalah hak-hak sipil
sebagaimana termuat dalam Kovenan Internasional
Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenan on
Civil and Political Rights).

Secara umum batasan hak-hak sipil (warga
negara) adalah hak warga negara atas kebebasan dan
kesetaraan, misalnya kebebasan untuk memperoleh
informasi dan hak untuk memilih. Hak untuk membela
diri dan menuntut hak-haknya berdasarkan persamaan
kedudukan dalam hukum melalui proses hukum yang
adil dan tidak memihak (Kamus Umum HAM,
Balitbang HAM).

Adapun penghayat kepercayaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa yang penulis pahami adalah orang
yang menghayati dan meyakini adanya Tuhan Yang
Maha Esa tetapi tidak termasuk atau tidak berdasarkan
ajaran salah satu dari kelima agama yang resmi di

Indonesia. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
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Esa adalah salah satu unsur kebudayaan bangsa yang
hidup dan dihayati oleh sebagian rakyat Indonesia.
Merupakan hasil dari budaya spiritual yang
menitikberatkan pada buah hasil budi manusia dan
berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa. Pembatasan ini perlu penulis sampaikan agar
terdapat persamaan pandangan atas 2 konsep kunci
(dalam judul di atas).

Keberadaan pemeluk kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia dijamin oleh

hukum yaitu:
- UUD 45 pasal 28 E ayat (2), pasal 29 ayat (1) dan
ayat
(2), pasal 32 ayat (1) dan ayat (2);
- UU Nomor 39/1999 tentang HAM. pasal 22 ayat (1)
dan ayat (2), dan masih banyak lagi instrumen

HAM internasional yang memberikan jaminan dan

perlindungan.

Dalam hal ini Pemerintah wajib dan
bertanggungjawab menghormati. melindungi.
menegakkan dan memajukan hak asasi manusia . dan

perundang-undangan lain, dan hukum internasional
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tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara
Indonesia (pasal 71 UU No.39 Tahun 1999).

Makalah ini penulis arahkan untuk sekedar
memberikan gambaran secara global akan eksistensi
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa vang penulis ketahui secara “legal
konstitusional™ terlebih khusus dalam bingkai Hak

Asasi Manusia.

Tentu saja dari perspektif HAM keberadaan/
eksistensi pemeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa ini tidak hanya dilihat memang ada, akan
tetapi bagaimana hak-hak mereka dihormati, dan

dilindungi serta dipenuhi oleh negara.

Bagimana  implementasi  dari  kewajiban
pemerintah sebagaimana pasal 71 UU Nomor 39
Tahun 1999 adalalah sesuatu yang menarik untuk
didiskusikan.
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II.

HAK-HAK SIPIL, AGAMA DAN PENGHAYAT
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG
MAHA ESA

Sebagaimana disampaikan pada bab
Pendahuluan bahwa Penghayat kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa tidak masuk ke dalam salah satu
agama resmi di Indonesia, akan tetapi rangkaian kalimat
“agama dan kepercayaan” selalau berkesetaraan (lihat
pasal 29 ayat (2) UUD 45, dan dalam penjelasannya).Di
dalam penjelasan pasal tersebut juga tidak dijelaskan

perbedaan antara agama dan kepercayaan.

Hak-hak sipil (HAM) memiliki hubungan yang
sangat erat dengan agama dan kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa. Dalam hubungan ini dapat
dilihat dari Kitab suci agama-agama yang besar seperti
Kristen, Islam. Budha dan lain-lain. Dan didalam
agamapun sebenarnya hak-hak sipil (HAM) tersebut
sudah ada. Agama memang sudah mengatur bagaimana
melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.
Disamping itu hak-hak sipil dapat pula dilihat dari
berbagai instrumen HAM Internasional maupun

instrumen HAM Nasional. Berikut dijelaskan
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mengenal perspektif HAM terhadap agama dan
kepercayaan khususnya instrumen HAM Internasional

maupun instrumen HAM Republik Indonesia sbb:

A Instrumen Internasional

Ada 3 dokumen penting Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) yakni Deklarasi Universal HAM (Universal
Declaration of Human Rights), Kovenan Internasional
Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil
and Political Rights) , Kovenan Internasional Hak-hak
Ekonomi Sosial dan Budaya ( International Covenant on
Economic, Social snd Culture Rights) sebagai prasasti atau
konstitusi Hak Asasi Manusia Internasional (International
Bill of Human Rigths). Di dalamnya memuat prinsip-
prinsip dasar yang sangat penting dalam bidang pemajuan
dan perlindungan HAM. Walaupun negara Indonesia belum
meratifikasi 2 kovenan tersebut. namun substansinya telah
banyak diadobsi dipelbagi aturan perundangan tentang Hak
Asasi Manusia. Tiga dokumen penting PBB tersebut
adalah:
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1.

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia/DUHAM
(Declaration Universal of Human Rights)

Dalam Pasal 2 DUHAM ditegaskan bahwa
setiap orang berhak atas hak-hak dan kebebasan
(vang tercantum dalam Deklarasi ini) tanpa
pembedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan
lain, asal usul kebangsaan dan sosial, kekayaan,

kelahiran ataupun status lainnya.

Yang menjadi kata kunci di sini adalah
“tanpa pembedaan” dan karena itu, ketentuan dalam
Pasal 2 menekan bahwa setiap orang tidak boleh
mengalami diskriminasi yang didasarkan pada
alasan-alasan tertentu seperti «gama dan keyakinan
politik. Begitu pula, dalam Pasal 16 juga ditegaskan
bahwa laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa
dibatasi oleh ras, kebangsaan, kewarganegaraan atau
agama, berhak untuk menikah dan membentuk
keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama atas
perkawinan, dalam masa perkawinan, dan pada saat

berakhirnya perkawinan.

Yang dituntut oleh kedua pasal di atas adalah

setiap orang laki-laki atau perempuan, apapun rasnya.
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apapun agamanya harus dijamin untuk mempunyai

hak dan kebebasan yang sama (tanpa diskriminasi).

Sementara itu, Pasal 18 menyatakan bahwa
setiap orang berhak atas kebebasan berfikir,
berkeyakinan dan beragama; mencakup kebebasan
untuk berganti agama atau kepercayaannya, dan
kebebasan  wntuk  menjalankan  agama  atau
kepercayaannya  dalam  kegiatan  pengajaran,
pengamalan, beribadah dan pentaatan, baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang pihak lain, baik
di muka umum maupun tertutup. Pasal ini merupakan
“the essence of freedom” di bidang kebebasan dasar
manusia yang menyangkut penggunaan akal untuk
berpikir, berkeyakinan, beragama, dan menganut

kepercayaan.

2. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik
(International Covenant of Civil and Political Rights)

Berbagai isi DUHAM dijabarkan dalam International
Covenant of Civil and Political Rights sebagai suatu

instrumen HAM yang bersifat freary dan mempunyai
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kekuatan mengikat secara hukum (/egal binding) bagi

negara yang telah meratifikasinya.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dituntut agar setiap Negara
Peserta Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan
menjamin semua individu yang berada di dalam
wilayahnya dan tunduk kepada kekuasaan pengadilan
hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini, tanpa
pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, pendapat politik atau yang lain, asal usul
kebangsaan ataupun sosial, harta milik, kelahiran atau

status lainnya.

Ketentuan ini melarang diskriminasi yang dilakukan
oleh negara dengan alasan apapun. termasuk alasan

agama.

Adapun ketentuan pokok yang menjamin kebebasan
individu  di bidang agama adalah Pasal 18. Pasal 18
ayat (1) menctapkan bahwa setiap orang berhak atas
kebebasan berpikir, hati nurani, dan agama. Hak ini
meliputi kebebasan untuk menganut atau memeluk suatu
agama atau kepercayaan pilihannya sendiri, dan
kebebasan untuk baik sendirian maupun bersama-sama
dengan orang lain. dan baik di hadapan umum maupun di

tempat pribadi mewujudkan agama kepercavaannya
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dengan pemujaan, penataan peribadatan, pentaatan,
pengamalan dan pengajaran. Adapun ayat (2) menetapkan
tidak seorangpun boleh dikenakan pemaksaan yang akan
mengganggu kebebasannya untuk menganut atau
memeluk suatu agama atau kepercayaannya pilihannya

sendirl.

Namun demikian, dalam ayat (3) dinyatakan bahwa
kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan
yang hanya dapat dikenal pembatasan-pembatasan
sebagaimana diatur dengan undang-undang dan perlu
untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau
kesusilaan umum atau hak-hak asasi dan kebebasan orang

lain.

Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya (International Covenant of Economic, Social
and Culture Rights).

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 dari kovenan
Internasional tentang hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya mengakui hak atas pekerjaan (psl 6), hak atas
pemenuhan kondisi kerja yang adil (psl 7), hak untuk
berserikat (psl 8), hak jaminan sosial (psl 9), hak atas
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perlindungan/bantuan (psl 10), hak standar kehidupan
yang layak (psl 11), hak atas kesehatan (psl. 12), hak atas
pendidikan ( psl 13/14) dan hak untuk berpartisipasi
dalam kehidupan budaya masyarakat (psl 15). Dari pasal-
pasal tersebut di atas bahwa keberadaan penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa juga

dijamin.

B. Instrumen HAM Nasional

1. UUD 1945

Instrumen HAM nasional Indonesia adalah
Konstitusi (yaitu UUD 1945) dan semua undang-
undang termasuk peraturan-peraturan lain yang lebih
rendah hirarkhinya. Dalam Amandemen Kedua UUD
1945 tahun 2000 telah ditambah pasal-pasal tentang
HAM, yaitu Pasal 28 A sampai dengan 281J.

Dalam Pasal 28E ayat (1) ditegaskan bahwa
setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat

menurut  agamanya, memilih pendidikan dan

95



pengajaran, memilih pekerjaan, memilih
kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah
negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
Dalam ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang berhak
atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

Pasal 281 ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk
hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk
tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan

apapun.

Pendekatan = HAM  menunjukkan  bahwa
kebebasan beragama merupakan kebebasan dasar
yang sekaligus sebagai HAM yang bersifat inti. Oleh
karena itu, ketentuan Pasal 28I ayat (1) menjamin
beberapa, termasuk hak beragama, tidak dapat
dikurangi (non-derogable) dalam keadaan apapun,

termasuk keadaan darurat.

Dalam Pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa

negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa,
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sedangkan ayat (2) ditegaskan negara menjamin
kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk
agamanya masing-masing dan untuk beribadat

menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

Dalam Pasal 4 UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM
ditegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak
disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak,
hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas
dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi
manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apapun dan oleh siapapun. Dalam pasal ini diulangi
kembali penegasan tentang prinsip non- derogable
yang berlaku bagi beberapa HAM yang bersifat

sangat fundamental termasuk hak beragama.

Dalam Pasal 22 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap
orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan
untuk  beribadat  menurut  agamanya  dan

kepercayaannya itu. Ketentuan ini sangat jelas yaitu
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memberikan kebebasana bagi setiap pemeluk agama
untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan
agama yang di imaninya dan sesuai dengan
kepercayaannya bagi mereka yang menganut suatu

kepercayaan.

Dalam ayat (2) menyatakan bahwa negara menjamin
kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu. Di sini tidak jelas
adalah batas antara agama dan kepercayaan sehingga
terbuka untuk diperdebatkan: apakah agama dan
kepercayaan itu sama statusnya dalam UUD 1945.
Praktek selama ini menunjukkan bahwa agama yang
diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia adalah
islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Dalam era
reformasi ada tuntutan dari pemeluk agama lain agar
agamanya diakui sebagai agama yang resmi di negara

Indonesia ini.

III. PENUTUP
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Dari Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa
negara menjamin keberadaan dan kesetaraan penghayat
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana
tercermin dari instrumen HAM internasional maupun
nasional. Namun demikian belum diketemukan adanya
penjelasan perbedaan “agama *“ dan * kepercayaan™ baik di

dalam UUD 45 maupun instrumen HAM yang lain.

Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab
terhadap penghormatan, perlindungan, penegakan dan
pemajuan hak-hak sipil bagi masyarakatnya termasuk di
dalamnya pemeluk kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa.

Ada hak-hak yang tidak dapat ditangguhkan atau dibatasi,
bahkan dalam sistuasi darurat sekalipun, akan tetapi juga ada
hak-hak yang oleh karena sistuasi boleh ditangguhkan
pemenuhannya.

Pembatasan/penangguhan tersebut diperbolehkan hanya
sampai tingkat yang diperlukan oleh urgensi dari suatu situasi
dan tidak pernah boleh melibatkan diskriminasi semata-mata

atas dasar ras, warna kulit. jenis kelamin, bahasa, agama atau

asal-usul sosial.
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KEPERCAYAAN TERHADAP
TUHAN YANG MAHA ESA
DITINJAU DARI
HUKUM DAN POLITIK

Oleh : Baharuddin Mamasta
Pendahuluan
Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, adalah

sesuatu yang melekat pada diri manusia yang merupakan

kodrat hidup manusia. Suatu kelengkapan hidup dari
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manusia itu sendiri, karena kepercayaan terhadap Tuhan
YME bukan datang dari luar diri manusia tetapi melekat
pada diri manusia, karena kepercayaan terhadap Tuhan
YME bukan merupakan ajaran seseorang atau sekelompok
orang tetapi suatu keyakinan kepercayaan terhadap Sang
Pencipta, bahwa manusia hidup diri kita ada tentu ada yang
menghidupi, ada yang mengadakan. Kondisi rasa percaya
kepada yang menghidupi ialah Tuhan YME, karena pada
dasarnya setiap manusia hidup sudah dipasang alat, ataupun
komponen rasa percaya kepada Tuhan YME oleh Tuhan
YME itu sendiri.

Jadi makin jelas pada diri kita bahwa kepercayaan
terhadap Tuhan YME adalah merupakan hak asasi yang
paling asasi, yaitu hubungan manusia dengan penciptanya
Tuhan YME.

Bagi bangsa Indonesia yang memiliki puluhan ribu
pulau dan ratusan etnis suku bangsa, memiliki
keanekaragaman budaya, bahasa maupun budaya spiritual
dana didalam mengaktualisasikan di tengah sosial
masyarakat dapat melalui ritual, baik ritual spiritual
maupun ritual fisik dan salah satu budaya ritual spiritual
yaitu yang berakar pada penghayatan kepercayaan terhadap
Tuhan YME.
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Materi
Hukum

Keberadaan kepercayaan terhadap Tuhan YME di
Indonesia dilindungi dan dijamin oleh hukum
yaitu:

Jiwa pandangan hidup dan dasar negara Indonesia
Pancasila yakni Sila I, yaitu Ketuhanan Yang
Mabha Esa.

Pasal 29 UUD 1945

Ayat (1) : Negara berdasar Ketuhanan Yang
Maha Esa

Ayat (2) : Negara menjamin kemerdekaan tiap-
tiap penduduk untuk memeluk agamanya
masing-masing dan untuk beribadat menurut

agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 28 E Bab X UUD 1945 trntang Hal Asasi
Manusia (HAM) yang berbunyi: Setiap orang
berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan,
menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati

nurani.
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Pasal 32 UUD 1945:

Ayat (1) : Negara memajukan Kebudayaan
Nasional di tengah peradaban dunia dengan
menjamin  kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai
budayannya.

Ayat (2): Negara menghormati dan
memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan

budaya nasional.

UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia:
a. Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan
pemenuhan hak Asasi manusia menjadi
tanggung jawab pemerintah.

b. Pasal 22

Ayat (1): Setiap orang bebas memeluk
agamanya masing-masing dan untuk
beribadat menurut agamanya dan
akepercayaannya itu.

Ayat (2) Negara menjamin kemerdekaan

setiap orang memeluk agamanya masing-
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masing dan auntuk beribadat menurut

agamanya dana kepercayaannya.

Hukum Internasional
Ratifikasi:

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan
International Covenant on Civil and Pilitical
Rights (Kovenan Internasional tentang hak-hak
Sipil dan Politik) dan Rancangan Undang-undang
tentang Pengesahan International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights (Konenan
Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial

dan Budaya).

Politik

Bangsa Indonesia, semenjak adanya manusia
Indonesia sudah memiliki rasa percaya kepada
Tuhan YME, kepercayaan manusia Indonesia
kepada Tuhan YME sudah merupakan praktik
kehidupan dari manusia Indonesia itu sendiri.
setiap usaha, setiap upaya-upaya yang dilakukan,
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pada kahirnya manusia Indonesia mempercayakan

kepada peraturan dari hukun Yang Maha Esa.

Apabila kita amati kebelakang, agama-agama
apapun masuk dan datang ke Indonesia diterima
oleh manusia-manusia Indonesia. Dikarenakan
agama tersebut membawa nilai-nilai kepercayaan
kepada Tuhan YME. Karena manusia Indonesia
sudah menghayati kepercayaan terhadap Tuhan
YME bahkan pada waktu bangsa Indonesia
memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945
mempercayaanb atas berkat rakmat dari Tuhan
YME,Indonesia merdeka. Bahkan kepercayaan
terhadap Tuhan YME merupakan alat pemersatu
bangsa Pancasila sila pertama Ketuhanan YME.

Apabila ada pertanyaan beapakan jumlah orang
yang percaya terhadap Tuhan YME di Indonesia?
Kami jawab sejumlah warga negara Indonesia,
karena salah satu jumlah syarat menjadi warga

negara Indonesia adalah percaya kepada Tuhan
YME.

Apabila kita mengamati salah satu bait lagu
kebangsaan kita yaitu Indonesia Raya disebutkan:
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bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk

Indonesia Raya.

Jiwa yang bagaimana yang harus kita bangun?
Tentu jiwa yang merdeka, jiwa yang tidak
terjajah, jiwa yang dijamin dalam pasal 28 E Bab
X UUD 1945 tentang Hak Asasi Manusia yang
berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan
meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan
sikap sesuai dengan hati nurani.

Penutup.

Memasuki era  mengisi  kemerdekaan  yaitu
melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik
pembangunan meterial maupun pembangunan spiritual .
oelh  karenanya bagi kita semua, utamanya
penyelenggaraan negara kiranya membenahi diri secara
fundamental, yaitu percaya kepada Tuhan YME untuk
dihayati sehingga keputusan-keputusan yang akan
diambil diharapkan berada di dalam iklim rohani, iklim
batin yang berbekal pada rasa percaya kepada Tuhan
YME sehingga diharapkan menghasilkan iklim suasan

semesta, iklim lintas sara.
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